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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara hukum dengan bentuk pemerintahan republik 

berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia juga terdiri dari berbagai suku dan 

bangsa, bahasa, ras dan agama. Indonesia merupakan Negara dengan beribu 

keberagaman, namun meskipun demikian itu tidak menjadikan Indonesia 

terpecah belah. Keberagaman tersebut memberikan simbol persatuan yaitu 

Bhineka Tunggal Ika. Indonesia dikenal dengan Negara yang beranekaragam 

budaya adat-istiadat yang sudah ditanamkan sejak dahulu kala dari nenek 

moyang, begitu juga dengan agama serta kepercayaan dan tentunya memiliki 

aturan yang berbeda-beda pula.  

 Upaya untuk menyelaraskan aturan hukum yang beragam-ragam itu, maka 

dibuatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta 

aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan tersebut perkawinan 

didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal. Perkawinan merupakan keadaan yang diatur oleh hukum di Indonesia. 

Sistem hukum bersama-sama dengan sistem sosial lainya mencoba membenahi 

lembaga perkawinan sesuai dengan masyarakat (Asnawi, 2022). Keluarga yang 

sejahtera merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, 
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dan juga mampu  menutupi kebutuhan hidup yang layak, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, menjalin hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang antara 

anggota keluarga maupun dengan masyarakat dilingkungan tempat tinggal. 

Terjadinya suatu perkawinan, pastinya muncul beberapa akibat hukum, seperti 

munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tidak hanya itu saja, 

perkawinan juga menimbulkan terbentuknya harta didalam perkawinan 

(Dwiputra, 2023). 

Perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri memiliki 3 (tiga) akibat 

hukum yaitu: yang pertama, akibat hukum dari hubungan suami istri; Kedua, 

akibat hukum terhadap harta perkawinan; dan Ketiga, akibat terhadap anak yang 

dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena 

merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan, tentang bahagia dan 

sejahteranya atau tidaknya sebuah keluarga. Walaupun pada kenyataannya, 

keretakan keluarga tidak hanya semata-mata karena harta, melainkan ada faktor-

faktor lain. Harta benda merupakan tumpuan dari kesehjahteraan keluarga tersebut 

(Sembiring, 2017). Harta perkawinan atau kekayaan yang dimaksudkan yaitu 

menyangkut harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung (harta 

bawaan) maupun harta kekayaan yang didapat setelah pasangan suami istri 

menikah (harta bersama) sebagaimana mestinya. 

Perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat suatu 

daerah melainkan juga terdapat perkawinan yang dipengaruhi oleh luas nya 

pengetahuan mengenai perkembangan digital sehingga dapat mengakibatkan 

pertemuan antar warga negara. Sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan 

perkawinan antara warga negara Indonesia dan juga warga negara asing atau yang 
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selanjut nya disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah 

perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang warga negara Indonesia yang 

menikah dengan warga negara asing. Secara khusus, hukum menyediakan norma-

norma yang relevan dan selaras dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Tujuan dari 

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Untuk menggapai hal 

tersebut maka diperlukan pasangan suami dan istri yang bisa saling membantu dan 

saling melengkapi demi kesejahteraan spiritual dan meteriil. Selain daripada itu, 

adanya ikatan antara pasangan suami istri agar dapat memiliki keturunan guna 

untuk mempertahankan generasi penerusnya (Dewi, 2018). 

Pelrkawinan campulran yang dilakulkan olelh belbelrapa orang pasti akan 

melnimbullkan akibat hulkulm selpelrti melnimbullkan harta belrsama, tidak hanya itul 

saja dikelmuldian hari julga akan timbull masalah barul karelna didalam pelrkawinan 

campulran salah satul diantara melrelka adalah warga dari nelgara asing yang tidak 

bolelh melmiliki hak milik. Delngan telrjadinya pelrkawinan campulran telrselbult maka 

harta akan belrcampulr, seldangkan hulkulm di nelgara Indonelsia tidak melngijinkan 

warga nelgara asing melmpulnyai hak milik. Maka dari itul, seltiap orang yang 

mellakulkan pelrkawinan campulran, hampir selmula melmbulat, pelrjanjian pelrkawinan 

delngan tuljulan apabila melrelka ingin melmbelli tanah ataulpuln rulmah delngan hak 

milik dikelmuldian hari tidak akan ada pelrcampulran harta antara keldula bellah 

pihak. Kelmuldian harta dan kelkayaan telrselbult dapat diatulr didalam pelrjanjian 

pelrkawinan yang dilakulkan selbellulm ataul saat pelrkawinan dilangsu lngkan dan 

tidak dapat dirulbah sellama pelrkawinan. Hal ini diatulr didalam ulndang-ulndang 

pelrkawinan dan dalam pasal 149 KUlHPelrdata. Namuln seltellah dikellularkannya 

pultulsan Mahkamah Kontitulsi Nomor 69/PUlUl-XIII/2015 maka atulran telrselbult 
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dipelrbaharuli, pelmbulatan pelrjanjian pelrkawinan, yang selmulla hanya bisa 

dilakulkan selbellu lm ataul saat pelrkawinan dilangsulng, maka selkarang suldah bisa 

dilakulkan sellama didalam ikatan pelrkawinan. 

Pelrjanjian pelrkawinan dapat dilakulkan olelh sellulrulh warga nelgara 

Indonelsia yang ingin melngatulr lelbih jellas telntang pelrkawinannya, telrmasulk 

didalamnya warga nelgara Indonelsia yang melnikah delngan warga nelgara asing 

(WNA) ataul pelrkawinan campulran. Dalam hal ini para pasangan sulami istri haruls 

melngikulti atulran pada pasal 21 Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1960 telntang 

Pelratulran Pokok-Pokok Agraria yang melnyelbultkan bahwa hanya warga nelgara 

Indonelsia saja yang dapat melmpulnyai hak milik. Selmelntara bagi warga nelgara 

Indonelsia yang mellakulkan pelrkawinan campulran dapat pelngelculalian ulntulk 

melmiliki hak atas tanah delngan catatan melmbulat pelrjanjian pelrkawinan selsulai 

delngan keltelntulan Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2019 pelrulbahan atas 

Ulndang-Ulndang nomor 1 Tahuln 1974. Delngan isi dari pelrjanjian pelrkawinan 

telrselbult tidak akan ada pelrcampulran harta melnjadi harta belrsama ataul dapat 

dikatakan harta yang dimiliki para pihak telrpisah kelduldulkannya. Disini dapat 

dilihat bahwa ada nya kelkosongan norma melngelnai pelrkawinan campulran, 

dimana tidak adanya ulndang-ulndang yang melngatulr lelbih jellas melngelnai hak 

daripada warga nelgara Indonelsia yang mellakulkan pelrkawinan campulran. 

Selhingga dalam hal ini banyak selkali ditelmulkan di dalam pelrkawinan campulran 

telrdapat adanya nominelel. Nominelel adalah pinjam nama ulntulk sulatul kelselpakatan 

antara keldula bellah pihak. Biasanya pelrjanjian dibulat gulna ulntulk kelbultulhan 

pelrlindulngan hu lkulm telrhadap harta bawaan maulpuln harta belrsama masing-

masing para pihak sulami dan julga istelri, melskipuln ulndang-ulndang tidak selrta 
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melrta melngatulr tuljulan daripada pelrjanjian pelrkawinan dan apa saja yang haruls 

dipelrjanjian, kelsellulrulhan dibelrikan kelpultulsan telrhadap keldula bellah pihak baik 

sulami maulpuln istri (Pakaya, 2016). 

Para pihak yang mellangsulngkan pelrkawinan campulran dapat melmbulat 

pelrjanjian pelrkawinan delngan mellibatkan selorang notaris selbagaimana dalam 

pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 69/PUlUl-XIII/2015 yang akan ditulangkan 

didalam selbulah akta. Namuln melskipuln mellibatkan selorang notaris, isi dan tuljulan 

dari pelrjanjian pelrkawinan telrselbult teltaplah diatulr olelh pihak yang melmbulat 

pelrjanjian pelrkawinan telrselbult dan melrelka julga belrtanggulng jawab. Selmelntara 

notaris belrwelnang melnulangkan isi dari pelrjanjian telrselbult kel dalam aktanya. 

Belrdasarkan latar bellakang di atas, maka pelnullis telrtarik ulntulk mellakulkan 

pelnellitian delngan juldull “Kedudukan Akta Notaris Terhadap Perjanjian 

Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 

2014” 

1.2. Identifikasi Masalah 

           Melruljulk pada latar bellakang diatas, dapat diidelntifikasi belbelrapa 

pelrmasalahan dalam prosels pelnellitian yaitul selbagai belrikult: 

1. Tidak adanya ulndang-ulndang yang melngatulr telntang hak daripada Warga 

Nelgara Indonelsia yang melnikah delngan Warga Nelgara Asing selrta tidak 

melmbulat pelrjanjian pelrkawinan. 

2. Adanya pelrjanjian nominelel pada pelrkawinan campulran yang selring 

melngakibatkan kelrulgian bagi WNI selbagai pasangan campulran 

3. Warga nelgara Indonelsia yang mellangsulngkan pelrkawinan campulran tidak 

melndapatkan hak yang selharulsnya. 
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1.3   Pembatasan Masalah 

Selcara ulmulm, pelmbatasan masalah adalah sulatul batas telrhadap 

selbulah rulang lingkulp sulatul pelrmasalahan agar pelmbahasan yang dilakulkan 

tidak mellelbar dan telrlampaul jaulh delngan tuljulan agar dapat fokuls pada sulatul 

pelnellitian. Olelh karelna itul, batasan sangat dipelrlulkan sulpaya pelnellitian bisa 

melmbelrikan hasil yang telpat. Belrdasarkan lulasnya pelrmasalahan melngelnai 

pelrjanjian pelrkawinan dan julga telntang pelrkawinan, maka pelnullis melmbatasi 

pelnellitian ini hanya telrkait kelduldulkan akta notaris telrhadap pelrjanjian 

pelrkawinan belrdasarkan Ulndang-Ulndang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahuln 

2014. 

1.4   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kelduldulkan akta notaris telrhadap pelrjanjian pelrkawinan 

campulran belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2014? 

2. Bagaimana pelrlindulngan hulkulm telrhadap pelrjanjian pelrkawinan 

campulran pasca pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 69/PUlUl-

XIII/2015? 

1.5 Tujuan, Penelitian 

1. Tuljulan Ulmulm 

Tuljulan Ulmulm pada pelnellitian hulku lm ini adalah ulntulk melmbelrikan sulatu l 

pelmahaman dan pelmikiran yang barul bahwa pelntingnya melmbulat 

selbulah pelrjanjian pelrkawinan selbellulm ataulpuln selsuldah pelrkawinan. 

2. Tuljulan Khulsuls 
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1. Ulntulk melngeltahuli bagaimana kelduldulkan akta notaris telrhadap pelrjanjian 

pelrkawinan campulran belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 

2014 

2. Ulntulk melngeltahuli bagaimana pelrlindulngan hulkulm telrhadap pelrjanjian 

pelrkawinan campulran pasca pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 

69/PUlUl-XIII/2015 

1.6   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teloritis 

Selcara teloritis pelnellitian ini diharapkan mampul melmbelrikan masu lkan, saran, 

dan pelmahaman kelpada mahasiswa ataulpuln masyarakat ulmulm melngelnai 

pelntingnya melmbulat selbulah pelrjanjian pelrkawinan selbellulm ataulpu ln selsuldah 

pelrkawinan ulntulk melnghindari masalah yang mulngkin mulncull pasca 

pelrkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi pelnu llis 

Pelnellitian hulkulm ini diharapkan bisa belrmanfaat dalam melnambah 

wawasan dan pelngeltahulan barul pelnu llis melngelnai kelduldulkan akta notaris 

telrhadap pelrjanjian pelrkawinan, yang dimana hasil dari pelnellitian ini 

sellanjultnya dapat dijadikan selbagai pelgangan pelnullis dalam prosels 

pelmbellajaran. 

2. Bagi Pelmelrintah 

Delngan pelnellitian ini diharapkan mampul melmbelrikan manfaat dan 

informasi kelpada pelmelrintah agar dapat dipelrgulnakan dalam pellaksanaan 

pelmelintahan yang seldang belrjalan, pelnellitian ini bisa melmbelrikan 
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kontribulsi dalam melningkatkan kelpastian hulkulm dalam pelrjanjian 

pelrkawinan di masyarakat. 

3.   Bagi Masyarakat 

Delngan pelnellitian ini diharapkan mampul melmbelrikan manfaat kelpada 

masyarakat dalam hal melmbelrikan lelbih banyak pelngeltahulan gulna ulntulk 

melngatasi pelrmasalahan telrkait pelmbagian harta pasca pelrkawinan. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


